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PUTUSAN
Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Tli
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Nik. 7204076208750002, Tempat lahir Belawa, tanggal 22
Agustus 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di xxxxx
XXXXXX XXXXXXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, Nik.7172051607850002 , tempat lahir Selayar, tanggal 16 Juli
1985 (umur 37 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XXXXXXXxxX, tempat tinggal di XXXXX XXXXXX
XXKXXXXXXXX XXXXXXXXK XKKK,  XXXKKRKKK XXXKKK,  XXXXXXXXX

XXXXXXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28
September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada
tanggal 03  Oktober 2022 dengan register  perkara  Nomor
311/Pdt.G/2022/PA.Tli, mengemukakan dali-dalil sebagai berikut:

1. 1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 27 Februari 2014 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Belawa Kabupaten, Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
mana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/017/111/2014
yang di keluarkan pada tanggal 27 Februari 2014

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah milik Orang
Tua Penggugat di XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX,  XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXX, dan terakhir tinggal dialamat tersebut;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya
suami istri namun belum dikaruniai seorang anak ;

4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak rukun lagi sejak bulan November, tahun 2017 sampai sekarang,
karena sering terjadi perselisihan ;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
tersebut adalah :

a. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dengan alasan yang tidak
jelas;

b. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang jelas;

c. Bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2018
sampai sekarang;

d. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki pandangan yang jauh
berbeda;

e. Bahwa Tergugat sering mengeluarkan bahasa kasar kepada
Penggugat;

f. Tidak adanya keharmonisan didalam rumah tangga antara Penggugat
dan Tergugat

g. Bahwa Penggugat Merasa tidak dihargai lagi sebagai istri yang sah;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
terjadi pada bulan November 2018, dan akibat perselisihan dan
pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal
selama 4 (empat) tahun sampai sekarang, dan yang meninggalkan

kediaman Bersama adalah Tergugat;
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7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha
untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk
mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cg. Majelis Hakim untuk menjatuhkan
putusan amarnya berbunyi sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-har sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
berdasarkan relaas panggilan Nomor 311/Pdt.G/2022/PA.Tli. tertanggal 04
Oktober 2022, 12 Oktober 2022 dan tidak temyata ketidakhadirannya tersebut
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara
menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta
hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi atas

perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini
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dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan
surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini dikomulasikan antara
pengesahan perkawinan dan gugatan cerai, maka Penggugat harus
membuktikan dalil-dalil gugagatan dan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan permohonannya

Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7204076208750002 atas
nama Penggugat (Wati Sawarah), yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan catatan sipil XXXXXXXXX XXXXXXXX, tertanggal 11
Oktober 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan
aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.1).;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 100/017/111/2014, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Belawa, Kabupaten
Wajo, tertanggal 27 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa
dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti
(P.2).;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di
KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi
sebagai kakek Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
telah menikah pada 27 Februari 2014 di Kabupaten Wajo;
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- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup
rukun layaknya suami istri, tetapi sejak bulan November 2017 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi dengar dari keluhan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselishan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi karena
Tergugat bekerja sebagai sopir namun hasilnya tidak pemah diberikan
kepada Penggugat;

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan November 2018 hingga sekarang dimana
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
November 2018 sampai dengan sekarang dan Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat sejak akhir 2018 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun
lamanya;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan
keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai
suami istri;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

2, Sawarah binti Abd Hakim, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi,
XXXXXXXXX XXXX, Kecamatan Baolan, XXxXXxXxxxx Xxxxxxxx, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi

sebagai ibu kandung Penggugat;
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- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
telah menikah pada 27 Februari 2014 di Kabupaten Wajo;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang
telah menikah pada 27 Februari 2014 di Kabupaten Wajo;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup
rukun layaknya suami istri, tetapi sejak bulan November 2017 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa saksi dengar dari keluhan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselishan dan
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masalah ekonomi karena
Tergugat bekerja sebagai sopir namun hasilnya tidak pemah diberikan
kepada Penggugat;

- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal
dirumah orang tua Penggugat;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat terjadi pada bulan November 2018 hingga sekarang dimana
Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan
Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
November 2018 sampai dengan sekarang dan Tergugat yang pergi
meninggalkan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada
Penggugat sejak akhir 2018 hingga sekarang kurang lebih 4 tahun
lamanya;

- Bahwa Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan
keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai
suami istri;

- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon
putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana
dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut
harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;
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Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fighiyah yang
tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur’an Jilid I, halaman 405, yang selanjutnya
dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

A Y all sed comgalh Galud) dSa e oSl 1 20 e
Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan,
sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia

termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutannya Penggugat
agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya
pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang
menikah pada tanggal 27 Februari 2014, Selama pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri
namun namun belum dikaruniai anak, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
sering pulang malam dan tidak memiliki pekerjaan serta Puncak perselisihan
dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Nopember
2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat telah pisah umah
dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan
namun tidak berhasil maka perceraian merupakan altematif terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang
menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
Pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak bekerja;

2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Nopember
2018 hingga sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang
lebih 4 tahun lamanya dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada

Penggugat;
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Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti surat sebagaimana buktii P.1 dan P.2 serta dua orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto copy kartu tanda penduduk) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya
isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan
Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah
dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah
fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena it
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan
keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan
dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum
untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah

menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka
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sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal

175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti
surat sebagaimana bukti P. dan keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh
fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 27 Februari
2014 di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak
Nopember 2017 hingga tahun 2018 disebabkan masalah ekonomi;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tingga
disebabkan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat 4 tahun
lamanya;

4. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memperdulikan
Penggugat dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada komunikasi sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri
sudah tidak dilaksanakan;

6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah

pada tanggal 27 Februari 2014;

2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kurang

lebih 4 tahun lamanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta

sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa mmah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis dan sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan
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pertengkaran sejak Nopember 2017 disebabkan masalah ekonomi karena
Tergugat tidak nafkah, serta puncaknya terjadi pada bulan Nopember 2018
dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta terjadi pisah tempat
tinggal, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan
keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada
hubungan baik lahir maupun batin oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat
bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselsihan dan
pertengkaran secara terus menerus patut dinyatakan telah terbukii;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi
adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya
mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada
komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar
keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah
tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis
Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan
lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya
penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah
perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak
terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana
yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis
hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada
Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal
18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah
tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan

pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun
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yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan
itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi
norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang.

2. Dalil figh yang tercantum dalam Kitab Figh Sunnah Jilid 2 halaman 291
sebagai berikut :

O llai o) L mg Leglial (3 pdall ol 92 4xw g Uaiin¥ Lo Loy z g I il da 50 e sl 1Y)

Legin =¥l e me g el i 1)) Al Adlh caldl) Lgillay Mia g (3 dil) oaldl)

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu
lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat
itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti

kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;’
3. Dan petunjuk syar’i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

Al pmlad le Bl len 33l A2530 A2 pe X g
Maksudnya : “Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap

suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak
satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini

adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat
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(2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu
ba’in shugra;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tolitoli pada hari Jum’at tanggal 18 Oktober 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 22 Rabiul awal 1444 Hijriah oleh kami, Ihsan, S.H.l sebagai
Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.l. M.H.l. dan Mulhaeri, S.E.Sy,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai

Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
ttd ttd
Nanda Trisna Putra, S.H.l. M.H.I. ttd lhsan, S.H.I
ttd
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Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd
Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :
- PNBP :Rp 60.000,00

- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan :Rp 300.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah 'Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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